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GUSERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DloNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBER!'iJI~ PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa ·.mtuk melaksanakan ketentuan Pas<.ll 170 ayat (2) Peraturan
Daerah ",omor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;

1. Und;mg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahe,raan
Neg,na;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Und"ng-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daer3h Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
RepdJlik Indonesia;

5. Undeing-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pera::.Jran Perundang-undangan;

6. Undc.;~g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarlg Aparatur Sipil Negam;

7. Undcng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
seba~aimana telah diubah dengan Pera\ Jran Pemerintah Penganti
Undwg-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Pe"a\.Jran Pemerintah Nomor 58 Tahun :W05 tentang Pengelolaan
Keual',gan Daerah;

9. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelap:,r2.n
Keuacgan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Pera1uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urus;,,:l Pemerintahan antara Pemerint;;ll, Pemerintahan Daerah
Pro'Jilli;i dan Pemerintahan Daerah Kabupat10 n/Kota;
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11. Peraturan Pemerintah NomoI' 41 Tahun :W07 tentang Organisasi
Perang:<at Daerah;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamorig Praja;

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang
Pedormin Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 21
Tahun 2011;

15.- Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 41 Tahun 2011 tentang
Pedornan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

18. Peraturan Daerah NomoI' 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

19. Peratul'an Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pelaturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



3

7. Badan Pl'ngelola Keuangan dan Aset Daerah yang seianjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badar. Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan K'3pegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Orga'lisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
SekretariRt Daerah.

10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol
PP adalatl Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

12. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
. Wakasatpol PP adalah Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Sekretari:5 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

16. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

18. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi yang selanjutnya disebut
Satpol PP Kota Administrasi adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada

. Kota Administrasi.

19. Satuan PJiisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang selanjutnya
disebut Satpol PP Kabupaten Administrasi adalah Satuan Polisi Pamong
Praja pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi yang seianjutnya
disebut fCasatpol PP Kota Administrasi adalah Kepala Satuan Polisi
PamonfJ Praja pada Kota Administrasi.

21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang
selanjutnya disebut Kasatpol PP Kabupaten Administrasi adalah Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja pada Kabupaten Administrasi.

22. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

23. Camat adE,lah Camat di Provinsi Daerah Khusu~; Ibukota Jakarta.



4

24. Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya
disebuf: ~;atgas Pol PP Kecamatan adalah Satuan Tugas Satuan Polisi
Pamong Praja pada Kecamatan.

25. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya
disebut '-<:asatgas Pol PP Kecamatan adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja pada Kecamatan.

26. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

27. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

28. Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan yang selanjutnya
. disebut ~;atgas Pol PP Kelurahan adalah Satuan Tugas Satuan Polisi

Pamong Praja pada Kelurahan.

29. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan yang selanjutnya
disingkat Kasatgas Pol PP Kelurahan adalah Kepala Satuan Tugas
Polisi Pamong Praja pada Kelurahan.

30. Unit Pelaksana Fungsional yang selanjutnya disingkat UPF adalah unit
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah SCltuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

32. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

33. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

. perundang-undangan.

34. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap Oll~h pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

35. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yallg diangkat berdasarkan
perjanjia!/ kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Satpol PP merupakan unsur perangkat Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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(3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

(1) Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Satpol PP;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
tugas dan fungsi Satpol PP;

d. pmencanaan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Pt3raturan Gubernur,

e, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
SE:rta pelaksanaan perlindungan masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
p",raturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur
lainnya;

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum
agar mematuhi serta mentaati penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;

h. pengikutsertaan proses penyusunan peraturan perundang­
undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk
hukum daerah;

i. pcrnberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVI P
tel'masuk pejabat negara dan tamu negara;

j. pedaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
tel'administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan daerah;

k. pernberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pe,rnilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

I. pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

m. pe,laksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan
olc::h kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
pe'raturan perundang-undangan daerah;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang Satpol PP;

o. pemberian bantuan dan dukungan r:enuh tugas penegakan
pEraturan perundang-undangan oleh Dinas/Badan teknis;

p. pe:Jdidikan dan pelatihan anggota Sa'pol PP dan perlindungan
1ll2l",yarakat;
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q. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

r. panyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

s. ~,p.mberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat
Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat;

t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana di bidang ketenteraman dan
ketertiban;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP;

v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satpol PP;

w. pl~i1gelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP; dan

x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagai beriklJt :

a. Kasatpol PP;

b. W 3:~asatpol PP;

c. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

d. Bidang Operasi dan Penegakan Hukum, terdiri atas :

1. Seksi Pemantauan;
2. Seksi Operasi; dan
3. Seksi Penegakan Hukum.

e. Bidang Ketertiban Masyarakat, terdiri atas :

i. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital; dan
3. Seksi Pengaduan dan Sengketa.

f. Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota, terdiri atas :

1. Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial;
2. Seksi Ketertiban Fasilitas Umum; dan
3. Seksi Ketertiban Permukiman.

g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan
dan Rekreasi, terdiri atas :

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
2. Seksi Pengawasan dan PengendaJicn Tempat Usaha Non

Industri; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hiburan dan Rekreasi.
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h. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atel:3 :

1. ~,eksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
2. Seksi Kesiagaan; dan
3. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.

i. Satl:ol PI" Kota Administrasi;

j. Satpol PI" Kabupaten Administrasi;

k. Satgas Pol PI" Kecamatan;

I. Satgas Pol PI" Kelurahan;

m. UPf; dan

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PI" sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kasatpol PI"

Pasal 5

Kasatpol PI" mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PI" seba9aimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoonJinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Seksi, Satpol PI" Kota Administrasi, Satpol PI" Kabupaten Administrasi,
Satgas Pol PI" Kecamatan, Satgas Pol PI" Kelurahan, UPF dan
Kelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP; dan

d. melapork;~n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PI".

Bagian Ketiga

Wakasatpol PI"

Pasal 6

Wakasatpol PI" mempunyai tugas :

a. membantu Kasatpol PI" dalam memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PI" sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3;

b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kasatpol PI";

c. membantu Kasatpol PI" dalam pelaksanaan koordinasi dengan
SKPD/UKFD dan Instansi Pemerintah/swasta;

d. membant~ Kasatpoi PI" dalam mengoordinasil<an pelaksanaan tugas
dan fun~JEi Sekretariat, Bidang, Seksi, Satpol PI" Kota Administrasi,
Satpol pr~ f(abupaten Administrasi, Satgas Pol PI" Kecamatan, Satgas
Pol PI" f<:ell.lrahan, UpF dan Kelompok Jabatan IOungsional;
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e. membantu Kasatpol PP dalam pengembargan sistem pengendalian
internal Satpol PP;

f. member.ikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Kasatpol PP
dalarn penetapan kebijakan serta regulasi teknis di bidang penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP;

h. mewakili Kasatpol PP apabila Kasatpol PP berhalangan melaksanakan
tugasnya; dan

i. melaJ:orkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Kasatpol PP.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Satpol PP.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Satpol PP yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP.

Pasal 8

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Satpol PP.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

b. peiaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat;

c. pGngoordinasian penyusunan rencana ~·trategis, rencana kerja dan
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP;

d. p(!laksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
oleh Unit Kerja Satpol PP;

e. pnngoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis
penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban urnum
dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

f. pengelelaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpel PP;

g. pembinaan dan pengernbangan tenaga fungsional dan tenaga
teknis;

h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Satpel
PP;

i. pengelolaan kearsipan Satpol PP;

j. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
Satpol PP;
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k. perneliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,
terrnasuk asrarna Satpol PP;

I. pr'lngelolaan teknologi inforrnasi Satpol PP;

rn. p'9ngkoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Satpol PP; dan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat.

Pasal 9

(1) Subbagian Urnurn rnerupakan Satuan I-<erja Sekretariat dalarn
pelaksanaan adrninistrasi urnurn Satpol PP.

(2) Subbagian Urnurn dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berk'3dudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Satpol PP.

(3) Subbagian Urnurn rnernpunyai tugas:

a. rr,enyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
allggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. rneiaksanakan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Satpol PP;

d. rnelaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Satpol PP;

e. rnelaksanakan kegiatan perneliharaan kebersihan, keindahan,
kearnanan dan ketertiban kantor Satpol PP;

f. rnelaksanakan kegiatan perneliharaan dan perawatan bangunan
gedung dinas dan peralatan kerja kantor Satpol PP;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang perternuan Satpol
PP;

h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Satpol PP;

i. menghirnpun, menganalisa dan rnengajukan kebutuhan peralatan
kerja kantor Satpol PP;

j. m6nerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor
Satpol PP;

k. menyarnpaikan dokurnen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umurn.

Pasal10

(1) Subt,agian Kepegawaian rnerupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan tugas program Satpol PP.

(2) Subt·agian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretarls Satpol PP.

(3) Subbagian Kepegawaian rnernpunyai tuga~ :

a. msnyusun bahan rencana strategis oan rencana kerja dan
,aliggaran Sekretariat sesuai dengan lin9kup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dan jokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. malaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Satpol PP;

d. inelaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Satpol PP;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai Satpol PP;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi
disiplin pegawai Satpol PP;

g. rnenghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data,
informasi dan dokumen kepegawaian; dan

h. rnelaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi,
pangembangan kompetensi pegawai;

i. rnelaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan
dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;

j. rnelaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,
k,anaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;

k. rnenyiapkan dan memproses adrninistrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan:

I. rnelaksanakan analisa dan rekomendasi jabatan struktural dan
fungsional; dan

m. rrelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawaian

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perlengkapan Satpol PP.

(2) SublJagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Satpol PP.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran dan dokumen peli3l<sanaan anggaran Satpol
PP;

d. mengoordinasikan penyusunan bahan rellcana kerja dan anggaran
dall dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rEncana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP oleh
Unit Kerja Satpol PP;

f. me'Tlberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan
laporan terhadap Unit Kerja Satpol PP;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Satpol PP;
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h. mengoordinasikan penyusunan lapor&n kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat; dan

i. mEo,laporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal12

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Satpol PP.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Satpol PP.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingk up tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Satpol PP;

d. rnenghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
Satpol PP;

e. rnenerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara:

f. rnelaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

g. rnenghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Satpol PP:

h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Satpol PP:

i. rLencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Satpol PP;

j, rr.emberikan bimbingan dan konsultasi t,knis penyusunan laporan
dan bahan pertanggungjawaban keuar.gan terhadap Unit Kerja
Satpol PP;

k. mengoordinasikan tugas Bendahara;

I. rnengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan

m. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Operasi dan Penegakan Hukum

Pasal 13

(1) Bidang Operasi dan Penegakan Hukum merupakan Unit Kerja lini
Satpol PP dalam pelaksanaan pemantauan, operasi dan penegakan
hukuiTI.

(2) Bidang Operasi dan Penegakan Hukum dipirnpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kasatpol PP.
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Pasal14

(1) Bidang Operasi dan Penegakan Hlikum mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemantauan, operasi penertiban, penegakan
hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Operasi dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi .

3. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Operasi dan Penegakan Hukum;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum;

c. ~,enyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis dan
pelaksanaan pemantauan, operasi penertiban dan penegakan
hukum;

d. pelaksanaan pemantauan situasi dan kondisi dan/atau keadaan
dalam rangka operasi penegakan hukurn;

e. persiapan pelaksanaan operasi penegakan hukum;

f. pelaksanaan operasi penegakan hukum;

g. pelaporan hasil operasi penegakan hukum;

h. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara
pelanggaran hukum untuk diajukan ke pengadilan;

i. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kernitraan
kegiatan operasional, penenteraman serta penertiban dengan
instansi penegak hukum; dan

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Operasi dan Penegakan Hukum.

Pasal15

(1) Seksi Pemantauan merupakan Satuan Kerja Bidang Operasi dan
Penegakan Hukum dalam pelaksanaan pernantauan.

(2) Sek~;i Pemantauan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Operasi dan Penegakan Hukum.

(3) Seksi Pemantauan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
a'1ggaran Bidang Operasi Dan Penegakan Hukurn sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedornan dan standar teknis
pemantauan;

d. menyiapkan/rnenyusun deskripsi pelaksanaan kegiatan pernantauan
dalam rangka operasi penegakan hukurn;

e. melaksankan kegiatan pemantauan dalam rangka operasi
penegakan hukum;
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f. l11elaporkan hasil kegiatan pemantauan dalam rangka operasi
penegakan hukum;

g. melakukan perencanaan khusus kegiatan pemantauan terhadap
(:elanggaran hukum;

h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi atau
kemitraan kegiatan pemantauan dengan instansi terkaitlpenegak
hukum; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pemantauan.

Pasal16

(1) Seksi Operasi merupakan Satuan Kerja Bidang Operas; dan
Pfm3gakan Hukum dalam pelaksanaan operasi.

(2) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada K8pala Bidang Operasi dan
Penegakan Hukum.

(3) Seksi Operasi mempunyai tugas :

a: menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi:

d. menyiapkan pelaksanaan operasi penegakan hukum;

k. melaksanakan kegiatan operasi penegakan hukum;

I. rnenyusun laporan kegiatan operasi penegakan hukum;

e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau
kemitraan kegiatan operasi dengan instansi terkaitlpenegakan
hukum;

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Operasi dan Penegakan Hukum;

g. pengkoordinasian penyusunan laporan k,3uangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

h. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Operasi.

Pasal17

(1) Seksi Penegakan Hukum merupakan Satuan Kerja Bidang Operasi
dan Penegakan Hukum dalarn pelaksanaan penegakan hukum.

(2) Sekt',i Penegakan Hukum dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkHdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bid;:mg Operasi dan Penegakan Hukum.

(3) Sek3i Penegakan Hukum mempunyai tugas :
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a. Ir,enyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Operasi dan Penegakan Hukum sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan. pedoman dan standar teknis
p.enegakan hukum;

d. menerima dan menganalisis dokumen p61anggaran hukum;

e. melaksanakan pemberkasan pelanggaran hukum;

f. memproses penyelesaian pelanggaran hukum;

g. menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran hukum;

h. melakukan kerja sama/koordinasi dengan aparat penegak hukum
berkenaan dengan penyelesaian perkara pelanggaran hukum; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penegakan Hukum.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Masyarakat

Pasal18

(1) Bidqng Ketertiban Masyarakat merupakan Unit Kerja linl Satpol PP
dalam pelaksanaan ketertiban masyarakat.

(2) Bidang Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yanG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol
PP

Pasal19

(1) Bidang Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan. pengamanan protokoler dan obyek vital serta pengaduan
dan sengketa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bidang Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Ketertiban Masyarakat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat;

c. penyusunan kebijakan. pedoman dan standar teknis pelaksanaan
ketertiban masyarakat. pengamanan protokoler dan obyek vital
serta pengaduan dan sengketa;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan peran masyarakat
dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan
F'eraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

e. pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
(;ubernur;
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f. p.:l;aksanaan penyuluhan kepada m2.:,yarakat sesuai dengan
bidang tugasnya;

g. pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

h. pelaksanaan pengaduan dan sengketa; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Ketertiban Masyarakat.

Pasal 20

(1) Seksi Penyuluhan merupakan Satuan Kerja Bidang Ketertiban
Masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan.

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban
Masyarakat. .

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakc:t sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
p~nyuluhan;

d. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan
penyuluhan ketertiban masyarakat;

i. rnenyiapkan pelaksanaan penyuluhan dalam rangka ketertiban
rnasyarakat;

m. rnelaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka ketertiban
masyarakat;

n. menyusun laporan kegiatan penyuluhan ketertiban masyarakat;

e. rnelaksanakan pemantauan respon masyarakat terhadap kegiatan
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta
penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah;

f. m"lakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur dalam rangka penyuluhan;

g. n18laksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan
dalam rangka penyuluhan; dan

h. ITlelaporkan dan rnernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penyuluhan.

Pasal21

(1) Sek;:j Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital merupakan Satuan
Kerja Bidang Ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan pengamamm
protokoler dan obyek vital.

(2) Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek \lital dipimpin oleh seorang
KepElla Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Ketertiban Masyarakat.
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(3) Sek.si Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

teknis
acara

pedoman dan standar
penenteraman/penertiban

c. rr.enyusun bahan kebijakan,
pengawalan, pengamanan,
protokoler dan obyek vital;

i. menyusun program kerja penyelenggaraan pengamanan protokoler
dan obyek vital dalam rangka ketertiban masyarakat;

J. menyiapkan pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

o. melaksanakan kegiatan pengamanan protokoler dan obyek vital;

p. menyusun laporan kegiatan pengamanan protokoler dan obyek
vital;

d. melakukan pengawalan dan pengamanan acara protokoler;

e. menyusun program dan pedoman kerja sama antar aparat
ketertiban;

f. melakukan pengamanan obyek vital;

g. melaksanakan koordinasi, kerja sama fasilitasi dan/atau kemitraan
dengan aparat ketertiban di lingkungan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan koordinasi, kerja sama fasilitasi dan/atau kemitraan
dengan aparat ketertiban pada instansi lain; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital.

Pasal 22

(1) Seksi Pengaduan dan Sengketa merupakan Satuan Kerja Bidang
Ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan pengaduan dan sengketa.

(2) Seksi Pengaduan dan Sengketa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yan~J berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidan8 Ketertiban Masyarakat.

(3) Seksi Pengaduan dan Sengketa mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Masyarakat dan sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. rnenyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pengaduan dan sengketa;

d. rnenerima, menghimpun dan mengolah data laporan atas
pengaduan masyarakat di bidang sengketa kepemilikan, gangguan
sosial dan gangguan lainnya;
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e. menyampaikan usulan penindakan terhcldap pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur kepada Bidang Operasi dan
Penegakan Hukum;

f. .11enerima, menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
di bidang ketertiban masyarakat;

g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban masyarakat;

h. mengoordiriasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Ketertiban Masyarakat;

i. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Ketertiban Masyarakat; dan

j. rnelaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengaduan dan Sengketa.

Bagian Keenam

Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota

Pasal 23

(1) Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota merupakan Unit Kerja
linl Satpol PP dalam pelaksanaan ketertiban prasarana dan sarana
kota.

(2) Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kasatpol PP.

Pasal24

(1) Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota mempunyai tugas
melaksanakan ketertiban prasarana dan sarana kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota;

b. p'9iaksanaan rencana strategis dan dokurnen peiaksanaan
a,lggaran Bidang Ketertiban Prasarana Prasarana dan Sarana
Kota;

c. p'3nyusunan kebijakan, pedornan dan standar teknis pelaksanaan
ketertiban fasilitas sosial, ketertiban fasilitas urnurn serta ketertiban
pemukiman;

d. pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial dan ketertiban fasilitas umum
smta ketertiban pemukiman;

e. pe:laksanaan peningkatan peran masyarakat dalam ketertiban
musyarakat dan pengamanan prasarana dan sarana kota;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai ketertiban
prasarana dan sarana pengamanan sarana kota;

g. rr·enyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
kepada Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

h. pe!aporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota.
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Pasal25

(1) Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial merupakan Satuan Kerja Bidang
Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dalam pelaksanaan kegiatan
ketertiban fasilitas sosial.

(2) Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota.

(3) Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota sesuai
c1engan lingkup tugasnya;

c. rnenyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
p~laksanaan ketertiban fasilitas sosial;

d. melaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat
elias gangguan ketertiban fasilitas sosial;

e. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas sosial
tanpa izin;

f. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat-tempat
fasilitas sosial yang rnelanggar ketentuan;

g. rnengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban melalui
Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penegakan
Hukum;

h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi fasilitas sosial yang
perlu dikendalikan dan diawasi;

i. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat-tempat
fasilitas sosial;

j. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
berkoordinasi dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum;

k. rnengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencana
k.erja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota;

I. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
d:ln akuntabilitas Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota; dan

m. rnelaporkan dan mempertanggungja'wabkan pelaksanaan tugas
Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial.

Pasal 26

(1) SekE,j Ketertiban Fasilitas Umum merupakan Satuan Kerja Bidang
Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dalam pelaksanaan ketertiban
fasili':cls umum.

(2) SekEi Ketertiban Fasilitas Umum dipimpin (lieh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggllng jawab kepada Kepala
Bidan~l Ketertiban Prasarana dan Sarana I<.<:ta.
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(3) Seksi Ketertiban Fasilitas Umum mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan ketertiban fasilitas umum;

d. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat
atas gangguan ketertiban fasilitas umurn:

e. rnelaksanakan perneriksaan lapangan terhadap fasilitas umum
tanpa izin;

f. rnengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban melalui
Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penegakan
Hukum;

g. nelaksanakan inventarisasi dan identifikasi fasilitas umurn yang
perlu dikendalikan dan diawasi;

h. r.lelaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap ternpat-tempat
fasilitas umum yang melanggar ketentuan;

i. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat-tempat
fasilitas umurn;

j. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
berkoordinasi dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawai:Jkan pelaksanaan tugas
Seksi Ketertiban Fasilitas Umurn.

Pasal27

(1) Seksi Ketertiban Permukirnan merupakan Satuan Kerja Bidang
Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dalam pelaksanaan ketertiban
perrnukiman.

(2) SekBi Ketertiban Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidr-mg Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota.

(3) Seksi Ketertiban Perrnukiman mernpunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. lTielaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Ketertiban Prasaran<J dan Sarana Kota sesuai
d<~ngan lingkup tugasnya;

c. mcmyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pt~laksanaan ketertiban pemukirnan;

d. melaksanakan pemeriksaan lapangan at3s keberatan masyarakClt
alas gangguan ketertiban permukiman;

e. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap permukiman tanpa
iZin;
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f. rnengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban melalui
f(epala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penegakan
Hukum;

g. rnelaksanakan inventarisasi dan identifikasi permukiman yang perlu
cli:<endalikan dan diawasi;

h. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap permukiman yang
rnelanggar ketentuan;

i. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada permukiman;

j. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
berkoordinasi dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

k. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Ketertiban Permukiman.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha,
Hiburan dan Rekreasi

Pasal28

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi merupakan Unit Kerja Iini Satpol PP dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian tempat usaha, hiburan dan rekreasi.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan
Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP.

Pasal 29

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, dokumentasi,
evaluasi, tempat usaha, hiburan dan rekreasi serta melakukan
penenteraman dan penertiban tempat usaha, hiburan dan rekreasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bida'ng Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekr&asi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
6idang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan
dan Rekreasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha
Hiburan dan Rekreasi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi tempat usaha,
hiburan dan rekreasi;

d. pelaksanaan inventarisasi tempat usaha, hiburan dan rekreasi;

e. r;elaksanaan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha.
hiburan dan rekreasi;

f. pamprosesan dan pemberkasan pElanggaran tempat usaha.
hiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;
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g. ~·enyusunan dan pemetaan tempat usaha. hiburan dan rekreasi;

h. pelaksanaan pengawasan. pengendalian monitoring dan evaluasi
~,erizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hiburan dan rekreasi;

i. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan
pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan
non perizinan penyelenggaraan tempat usaha, hiburan dan
rekreasi;

j. pengusulan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur kepada Bidang Operasi dan Penegakan
H'.Ikum;

k. pelaksanaan kegiatan patroli lapangan pada tempat usaha, hiburan
dan rekreasi; dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.

Pasal 30

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri
merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan tempat usaha.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.
Hiburan dan Rekreasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha,
Hiburan dan rekreasi sesuai dengan lingl<up tugasnya;

c. rnenyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
~elaksanaan pengawasan tempat usaha industri;

d. r-.elaksanaan kegiatan patroli pengawasan pada tempat usaha
illdustri;

e. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat usaha
industri;

f. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan alas keberatan masyarakat
:iotas gangguan tempat usaha industri;

g. rnelaksanakan inventarisasi tempat usaha industri;

h. rnelaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
tJsaha industri;

i. rnemproses pelanggaran tempat usaha industri terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

j. melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha
industri;
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k. rnenyusun bahan rekornendasi kepada penyelenggara Pelayanan
l'erpadu Satu Pintu (PTSP) dalarnrangka penetapan dan
pernberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan
non perizinan penyelenggaraan tempat usaha industri;

I. mengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban melalui
f<:epala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penegakan
Hukum;

m. melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha industri
yang perlu diawasi;

n. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur lainnya berkoordinasi
dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha industri.

Pasal31

(1) Sekl;i Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri
merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan tempat usaha non industri.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dl bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.
Hiburan dan Rekreasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pel1gendalian Tempat Usaha.
Hiburan dan Rekreasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengawasan tempat usaha non industri;

d. pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan pad a tempat usaha non
industri;

e. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat usaha non
industri;

f. melaksanakan pemeriksaan lapangan alas keberatan masyarakat
atas gangguan tempat usaha non industri;

g. melaksanakan inventarisasi tempat usaha non industri;

h. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
. usaha non industri;

i. memproses pelanggaran tempat usaha non industri terhadap
pe!anggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

j. rnelaksanakan pengawasan, pengenda'ian monitoring dan evaluasi
oerizinan dan non perizinan penyeler;,~garaan tempat usaha non

,industri;
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k. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan
pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizianan
dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha non industri;

I. mengajukan usulan penyidikan. penindakan dan penertiban melalui
Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penegakan
Hukum;

m. melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha non industri
yang perlu diawasi;

n. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya berkoordinasi
dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri.

Pasal 32

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan
Rekreasi merupakan Satuan Kerja 8idang Pengawasan dan
Pen;)endalian Tempat Usaha. Hiburan dan Rekreasi dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan tempal hiburan dan rekreasi.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan
Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi mempunyai tugas ;

3. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.
Hiburan dan Rekreasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.
Hiburan dan Rekreasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan. pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengawasan tempat usaha hiburan dan rekreasi;

d. pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan pada tempat usaha
l:iburan dan rekreasi;

e. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat usaha
hiburan dan rekreasi;

f. rnelaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat
atas gangguan tempat usaha hiburan dan rekreasi;

g. rnelaksanakan inventarisasi tempat usaha hiburan dan rekreasi;

h. rnelaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
usaha hiburan dan rekreasi;

i. memproses pelanggaran tempat usaha hiburan dan rekreasi
tmhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

j. hlelaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha
hiburan dan rekreasi;
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k. rnenyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
--erpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan
pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizianan
dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha hiburan dall
rekreasi;

I. mengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban melalui
l<epala Bidang untuk diteruskan ke Bidang Operasi dan Penega'.an
Hukum;

m. melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha hiburan
dan rekreasi yang perlu diawasi;

n. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya berkoordinasi
dengan Bidang Operasi dan Penegakan Hukum;

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi;

p. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
clan akuntabilitas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat
Usaha, Hiburan dan Rekreasi; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi.

Bagian Kedelapan

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 33

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat merupaka'1 Unit Kerja lini Satpol PP
dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

(2) Bidan~':J Perlindungan Masyarakat dipim~.in oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kasatpol PP.

Pasal 34

(1) Bidcmg Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perlindungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perlindungan Masyarakat;

b. pslaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan slandar teknis pelaksanaan
perlindungan masyarakat termasuk pernbinaan potensi masyarakat,
k.9siagaan serta pengerahan dan pengendalian;

d. pelaksanaan perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan
d9n pengendalian;
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e. pendayagunaan satuan perlindungan masyarakat dan potensi
rnasyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan dan pengendalian;

f. pemberian informasi potensi gangguan sosial;

g. pemetaan daerah rawan gangguan sosial;

h. ~Ielaksanaan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi kegiatan
perlindungan masyarakat;

i. memberikan fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber ('aya
terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan

j. peiaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 35

(1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat merupakan Satuan Kerja
Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan potensi masyarakat.

(2) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pembinaan potensi
masyarakat dalam perlindungan masyarakat;

d. rnelaksanakan kegiatan pendataan petensi masyarakat daiarn
perlindungan masyarakat;

e. melaksanakan pembinaan potensi masyarakat dalam perlindungan
masyarakat;

f. memberikan fasilitasi terhadap potensi masyarakat dalam
perlindungan masyarakat;

g. rnelaporkan hasil pembinaan potensi masyarakat dalam
perlindungan masyarakat;

h. ITIGngoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Perlindungan Masyarakat; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.

Pasal 36

(1) Seksi Kesiagaan merupakan Satuan Kerja Bidang Perlindungan
Masyarakat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan perlindungan
masyarakat.
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Seksi Kesiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dall bahan rencana kerja dan
G1nggaran, Bidang Perlindungan Masya'akat sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis kesiagaan
menghadapi gangguan sosial serta potensi ancaman bencana;

d. menyusun peta rawan/potensi gangguan sosial;

e. meiakukan kegiatan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan
mflsyarakat yang berpotensi menimbulkeln gangguan sosial;

f. membina kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gangguan
50sial;

g. rnelaksanakan kegiatan kesiapsiagaan pada personil perlindungan
rnasyarakat dalam menghadapi gangguan sosial;

h. rnemobilisasi kesiapsiagaan personil perlindungan masyarakat
dellam menghadapi gangguan sosial;

i. rnenyampaikan laporan gangguan sosial yang berpotensi
menimbulkan bencana melalui Kepala Bidang Kepada Bidang
Operasi dan Penegakan Hukum;

j. melakukan kerja sama antar instansi terkait; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Kesiagaan.

Pasal37

(1) Seksi Pengerahan dan Pengendalian merupakan Satuan Kerja Bidang
Perlindungan Masyarakat dalam pela!<sanaan pengerahan dan
pennendalian.

(2) Seksi Pengerahan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala
Sek~;i yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja deln
anggaran, Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
a.~ggaran Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. rr,enyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengerahan dan
pengendalian perlindungan masyarakat;

d. rnempersiapkan pengerahan personil perlindungan masyarakat
pada kejadian dan/atau peristiwa gangguan sosial;
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e. melaksanakan pengerahan personil pedindungan masyarakat
dalam menghadapi gangguan sosial;

f. melaksanakan pengerahan personil dalam rangka dukungan
terhadap kegiatan penanggulangan bencana;

g. rnelaksanakan pengendalian perlindungan masyarakat dalam
rnenghadapi gangguan sosial;

h. rnelaksanakan pengendalian personil dalarn rangka dukungan
torhadap kegiatan penanggulangan bencana;

i. menggerakan rnasyarakat untuk rnenar>ggulangi bencana secara
rnandiri; dan

j. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengerahan dan Pengendalian.

Bagian Kesernbilan

Satpol PP Kota Adrninistrasi

Pasal38

(1) Satrol PP Kota Adrninistrasi merupakan Unit Kerja Satpol PP pada
Kota Administrasi.

(2) Satpol PP Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kota
Adrni,listrasi yang secara teknis dan adrninistrasi berkedudukan di
b<lwah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota.

Pasal39

(1) Satpol PP Kota Adrninistrasi mempunyai tugas melaksanakan
operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan
rnenyelenggarakan ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat
sert::! perlindungan masyarakat.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
Satpol PP Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Satpol
pp Kota Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi;

c. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban masyarakat, penegakan
P8raturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta perlindungan
n,asyarakat di Kota Administrasi;

d. pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur sertE". pengamanan protokoler di
K.ata Administrasi;

e. pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan
obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kota Administrasi;

f. pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan
k'3tertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
(.ubernur di Kota Administrasi;
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g. pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

h. peiaksanaan pengaduan dan sengketa;

i. pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial dan ketertiban fasilitas umum
serta ketertiban pemukiman di Kota Administrasi;

j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hiburan dan rekreasi di Kota Administrasi;

k. penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam
rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
penyelenggaraan tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk
dlsampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP);

I. pe!aksanaan pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan, pengendalian bencana dan gangguan
sosial di Kota Administrasi;

m. penyediaan prasarana dan sarana kantor pada Iingkup Satpol PP
Kola Administrasi;

n. peJaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Satpol PP Kota Administrasi;

o. pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota Administrasi;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol
PP Kota Administrasi;

q. pelaksanaan pUblikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
. Satpol PP Kota Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kota Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kota Administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf ~, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kasatpol PP
Kota Administrasi kepada Kasatpol PP dan untuk operasional
disampaikan Kasatpol PP Kota Adrninistrasi kepada Walikota.

Pasal40

Susunan Organisasi Satpol PP Kota Administrasi terdiri dari :

a. Kepala Satpol PP Kota Administrasi;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Operasi dan Penegakan Hukum;
d. Seksi Ketertiban Masyarakat;
e. Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota;
f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan

Rekreasi;
g. Seksi ?erlindungan Masyarakat; dan
h. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal41

Kepala SaIpol PP Kota Administrasi mempunyaHugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP Ko':a Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;
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c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi denqan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangk2 pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kota Administrasi; dan

d.. melapcrkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kota Administrasi.

Pasal42

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Satpol PP Kota
Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
Kota Administrasi.

(3) Subb2gian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kota Administrasi;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Satpol PP Kota
Adrninistrasi;

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP Kota Administrasi:

f. melaksanakan pengelolaan barang Satpol PP Kota Administrasi;

g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat Satpol PP Kota
Administrasi;

h. m31aksanakan pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota Administrasi;

i. m8melihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
K,mtor Satpol PP Kota Administrasi;

j. pE,meliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,
termasuk asrama Satpol PP Kota Adminislrasi;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlruang pertemuan Satpol
PP Kota Administrasi;

I. rnelaksanakan upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kota
Administrasi;

m. rr.enerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana
kerja Satpol PP Kota Administrasi;

n. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas Satpol PP Kota Administrasi; dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.
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Pasal43

(1) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum merupakan Satuan Kerja Iini
Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan operasi dan penegakan
hukum.

(2) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum dipirnpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bwtanggung jawab kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum rnempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. mlliaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan/atau keadaan
dalam rangka operas! penegakan hukurn,

d. mempersiapkan pelaksanaan operasi penegakan hukurn;

e. melaksanakan operasi penegakan hukum;

f. rnelaporkan hasil operasi penegakan hukum;

g. rnelaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara
pelanggaran hukum untuk diajukan ke pengadilan;

h. melaksanakan koordinasi, kerja sarna, fasilitasi dan/atau kemitraan
kegiatan operasional, penenteraman dan penertiban dengan
instansi penegak hukum; dan

i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Operasi dan Penegakan Hukum.

Pasal 44

(1 )

(2)

(3)

Seksi Ketertiban Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Satpol PP
Kota Administrasi dalam melaksanakan keglatan pembinaan ketertiban
masyarakat.

Seks Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung j'3wab kepada Kasatpol PP
Kota Administrasi.

Seks: Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tU9asnya;

b. mf:laksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan Iingkup
tu~asnya;

c. m81aksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka ketertiban masyarakat;

d. rnelaksanakan kegiatan pengamanan pmtokoler dan obyek vital;

e. melaksanakan kegiatan pengaduan dan sengketa;

f. melaksanakan pengembangan peran masyarakat dalam
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

g. l'T'elaksanakan penelitian dan pengembangan peran masyarakat
dalam ketenteraman dan ketertiban; dan

h. rIlE:\laporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Ketertiban Masyarakat.
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Pasal 45

(1) Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota merupakan Satuan Kerja
lini Satpol PP Kota Administrasi dalam melaksanakan ketertiban
prasCirana dan sarana kota.

(2) Seks i Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepa,ja Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seksi I-<etertiban Prasarana dan Sarana Kota mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tu,~asnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan ketertiban fasilitas sosial. ketertiban fasilitas umum
serta ketertiban pemukiman;

d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam
ketertiban masyarakat dan pengamanan prasarana dan sarana
kota;

e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai
ketertiban masyarakat dan pengamanan sarana kota;

f. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fur,gsi Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota.

Pasal46

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi merupakan Satuan Kerja Iini Satpol PP Kota Administrasi
da!am melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian tempat
usaha, hiburan dan rekreasi.

(2) Seks' Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha. Hiburan dan
Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seks Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha. Hiburan dan
Rekreasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis clan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan Iingkup
tu;:,asnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. meiaksanakan inventarisasi tempat usaha, hiburan dan rekreasi;

d. nHlaksanakan pengawasan dan pen~wndalian tempat usaha.
terr,lasuk hiburan dan rekreasi;
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e. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
tempat usaha, termasuk hiburan dan rekr''lasi;

pelanggaran
pelanggaran

f. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

g. melaksanakan pemprosesan dan pemberkasan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hiburan dan rekreasi di Kota Administrasi;

i. menyusun bahan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam
rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

j. mengusulkan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur kepada Bidang Operasi dan Penegakan
HUkum;

k. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat usaha.
hiburan dan rekreasi; dan

I. rneiaporkan dan mmpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fu.-,gsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.

Pasal47

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Iini Satpol
PP Kota Administrasi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan
masya,akat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol
PP Kota Administrasi.

(3) SeksiPerlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

kesiagaan,masyarakat,c. mel1yelenggarakan perlindungan
pengerahan dan pengendalian;

d. mendayagunakan satuan perlindungan masyarakat dan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
I<esiagaan, pengerahan dan pengendaliar.;

e. memberikan informasi potensi gangguan sosial;

f. mllnyusun peta daerah rawan gangguan sosial;

g. melaksakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi kegiatan
per!;ndungan masyarakat;
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h. memberikan fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber dava
terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Jan
fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Satpol PP Kabupaten Administrasi

Pasal 48

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Satpol PP
pada Kabupaten Administrasi.

(2) Satpol PP Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Pasal49

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakClt
serta perlindungan masyarakat di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Satpol PP Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi ;

a. per.yusunan rencana strategis, rencana ~erja dan anggaran Satpol
PP Kabupaten Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi;

c. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban masyarakat, penegakan
P8raturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta perlindungan
masyarakat di Kabupaten Administrasi;

d. pmaksanaan operasional penertiban clan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur serta pengamanan protokoler di
Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan
obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kabupaten
I\dministrasi;

f. pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur di Kabupaten Administrasi;

g. pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

h. pelaksanaan pengaduan dan sengketa;

i. pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial, ketertiban fasilitas umum
S811a ketertiban pemukiman di Kabupaten Administrasi;

j. pelaksanaan pengawasan, pengendaliail monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hitluran dan rekreasi di Kabupaten Administrasi;
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k. penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam rangka
penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
t~mpat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

I. pe!aksanaan pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan, pengendalian bencana dan gangguan
sosial di Kabupaten Administrasi;

m. penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP
K3bupaten Administrasi;

n. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Satpol PP Kabupaten Administrasi;

o. pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten Administrasi;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol
PP Kabupaten Administrasi;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
Satpol PP Kabupaten Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kabupaten Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpoi PP Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf r, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi kepada Kasatpol PP dan untuk operasional
disampaikan Kasatpol PP Kabupaten Administrasi kepada Bupati.

Pasal50

Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Administrasi terdiri dari :

a. Kepal;;1 Satpol PP Kabupaten Administrasi;

b. Subba;)ian Tata Usaha;

c. Seksi Operasi dan Penegakan Hukum;

d. Seksi I<etertiban Masyarakat;

e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal51

Kepala Sutpol PP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

a. memin~~in dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

b. meng::.ordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkeompok Jabatan Fungsional;

c. melak~;anakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fun!Jsi Satpol PP Kabupaten Administrasi; dall

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kabupaten Administrasi.
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Pasal52

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Satpol PP
Kabupaten Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. rnelaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kabupaten Administrasi;

d. me.laksanakan pengelolaan kepegawaian Satpol PP Kabupaten
Adrninistrasi;

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

f. rnelaksanakan pengelolaan barang Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor Satpol PP Kabupaten Administrasi;

j. pGrneliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,
ter:Tlasuk asrama Satpol PP Kabupaten Administrasi;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Satpol
PI" Kabupaten Administrasi;

I. meiaksanakan upacara dan pengaturan acara Satpol PP
Kabupaten Administrasi;

m. rnenerima, rnenyimpan dan rnendistribusikan prasarana dan sarana
k~!rja Satpol PP Kabupaten Administrasl;

n. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
clan anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

o. rnengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
clan akuntabilitas Satpol PP Kabupaten Administrasi; dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 53

(1) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum mel"dpakan Satuan Kerja lini
Satpol PP Kabupaten Administrasi dalam rnelaksanakan kegiatan
oper,'si, penegakan hukum dan ketertiban tempat usaha, hiburan dan
rekreasi.
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(2) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kasatpol PP Kabupaten Administrasi.

(3) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administraasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen peiaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tu'~asnya;

c. melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi atau keadaan dalam
rangka operasi penegakan hukum,

d. mempersiapkan pelaksanaan operasi penegakan hukum;

e. melaksanakan operasi penegakan hukum;

f. melaporkan hasil operasi penegakan hukLIm;

g. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara
pelanggaran hukum untuk diajukan ke pengadilan;

h. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan
kegiatan operasional, penenteraman dan penertiban dengan
instansi penegak hukum; dan

i. melaksanakan inventarisasi tempat usaha, hiburan dan rekreasi;

j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat usaha,
termasuk hiburan dan rekreasi;

k. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
tempat usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

I. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

m. rnelaksanakan pemprosesan dan pemberkasan pelanggaran
tempat usaha, hiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

n. melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyeienggaraan tempat usaha,
hihuran dan rekreasi di Kabupaten Administrasi;

o. rnenyusun bahan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam rangka
p8netapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

p. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat usaha,
hiburan dan rekreasi; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S"ksi Operasi dan Penegakan Hukum.

Pasal 54

(1) Seksi Ketertiban Masyarakat merupakan2atuan Kerja lini Satpol PP
Kat;L!paten Administrasi dalam melaksarJ.'lkan kegiatan pembinaan
ketE!f~iban masyarakat, prasarana dan sarcna Kabupaten.
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(2) Seksi Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh s80rang Kepala Seksi yang
berkHdudukan di bawah dan bertanggung j,rNab kepada Kasatpol PP
Kota I-\dministrasi.

(3) Seksi Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan pengamanan protokoler dan obyek vital;

e. melaksanakan kegiatan pengaduan dan sengketa;

f. melaksanakan pengembangan peran masyarakat dalam
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

g. melaksanakan penelitian dan pengembangan peran masyarakat
dalam ketenteraman dan ketertiban; dan

h. melaksanakan ketertiban fasilitas sosial, ketertiban fasilitas umum,
serta ketertiban pemukiman;

i. rnelaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam
kEltertiban masyarakat dan pengamanan prasarana dan sarana
kOt8;

j. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai
kEJtertiban masyarakat dan pengamanan sarana kota;

k. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukurn
kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukurn; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S"ksi Pembinaan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 55

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Iini Satpol
. PP Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan

masyarakat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol
PP Kabupaten Administrasi.

(3) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tLigasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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c. m~nyelenggarakan perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan
dcln pengendalian;

d. mendayagunakan satuan perlindungan masyarakat dan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan dan pengendalian;

e. m3mberikan informasi potensi gangguan sosial;

f. rnenyusun peta daerah rawan gangguan sosial;

g. mE'!aksakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi kegiatan
penindungan masyarakat;

h. rnemberikan fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber daya
terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan

i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Satgas Pol PP Kecamatan

Pasal 56

(1) Satgas Pol PP Kecamatan merupakan Unit Kerja Satpol PP Provinsi di
bawah Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan ketenterarnan dan ketertiban rnasyarakat.

(2) Satgas Pol PP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP
Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kasatpol PP melalui Satpol PP Kota/Kabupaten yang secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camal.

Pasal 57

Satgas Po! PP Kecamatan mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pemantauan situasl ketenteraman masyarakat,
ketertiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketenteraman rnasyar<lKat,
ketertilJan umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturrln Gubernur di wilayah Kecarnatan;

c. mernpersiapkan pelaksanaan operasi penertiban dan penegakaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

d. melaksanakan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah
dan Pf:lraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

e. menyllsun laporan hasil pelaksanaan operasi pellertiban dan penegakan
Perci·turan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

f. melaksankan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan per~.2ra

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk diajllkan
ke pUllgadilan;

g. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilit<ISi atau kemitraan kegiatan
operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur di wilayah Kecamatan;
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h. melaksanakan inventarisasi tempat rawan gangguan sosial dan
pelar.g9aran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah
Kecamatan;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada tempat rawan
gangguan sosial dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur dl wilayah Kecamatan;

j. melal<sanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi di wilayah Kecamatan;

k. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap izin dan pelanggaran
penggul,aan tempat usaha, hiburan dan rekreasl di wilayah Kecamatan;

I. memproses dan menyusun pemberkasan pelanggaran tempat usaha,
hiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

m. mengusulkan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum di
wilayah Kecamatan;

n. melaks3nakan patroli lapangan di wilayah Kecamatan secara reguler,
konsisten dan berkesinambungan di wilayah Kecamatan;

o. menyusun dan menyampaikan hasil patroli 12pangan kepada Camat dan
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satgas
Pol PP Kecamatan.

Pasal 58

(1) Anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kecamatan merupakan
pegawai Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas ketenteraman,
ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
di bawah komando/perintah Camal.

(2) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
sebagai berikut :

a. perencanaan, pelaksanaan dan biaya operasi termasuk (uang
makan, ongkos dan uang jaga) dibebankan pada Kecamatan;

b. pmlengkapan personil baik yang melekat pada tubuh maupun yang
di?ergunakan oleh tangan dan anggota lubuh lainnya dibebankan
p<lda Satpol PP meliputi :

1) uniform;

2) alat komunikasi;

3) kendaraan operasional (motor dan mobil); dan

4) alat pengamanan diri (tameng dan pentungan).

c. anggaran pengadaan dan pemeliharaan/perawatan operasio,lal
(bensin, oli dan solar) kendaraan operasional dibebankan pada Satpol
PP.

(3) PenilE'ian kinerja anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayClt ('1) dibuat oleh Camat dan diserahkCln secara tertulis kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten fI.dministrasi, sebagai materi
Sasa,an Kinerja Pegawai (SKP).

(4) Penilaian kinerja bulanan untuk keperluan Tunjangan Kinerja Daerah
anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan
ditarldatangani oleh Kepala Satgas Pol PP Kecamatan.
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Pasal 59

(1) Pembinaan personil anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP
Kecamatan merupakan tanggung jawab Satpol PP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelatihan;

b. pendidikan;

c. mutasi regular;

d. karier; dan

e. mental, flsik dan disiplin.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kecamatan sehingga kebutuhan
pelaksanaan tugas ketenteraman, ketertiban serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tetap terlaksana dengan
baik.

Bagian Keduabelas

Satgas Pol PP Kelurahan

Pasal 60

(1) Sat$)as Pol PP Kelurahan merupakan Satuan Kerja Satpol PP di
bawah Satgas Pol PP Kecamatan.

(2) SatgclS Pol PP Kelurahan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP
Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kasatpol PP melalui Satpol PP Kota/Kabupaten yang secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.

Pasal 61

Satgas Pol PP Kelurahan mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pemantauan situasi· ketenteraman masyarakat,
keteriiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
PeratL!ran Gubernur di wilayah Kelurahan;

b. me1aksanakan kegiatan pemeliharaan ketenteraman masyarakat,
ketertiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

c. mempersiapkan pelaksanaan operasi penertiban dan penegakaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur d: wilayah Kelurahan;

d. melak~;anakan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah
dan Pmaturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

f. melakss,nakan penyelidikan, penyidikan c1"ll pemberkasan perkara
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk diajukan
ke pengadilan;

g. meiak!;anakan koordinasi, kerja sama, fc:silitasi dan/atau kemitrC:on
kegiatan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah ddn
Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;
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h. melak~;dnakan invenlarisasi lempal rawan gangguan sosial dan
pela:1ggaran Peraturan Daerah dan Peralu,an Gubernur di wilayah
Kelurahcm;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada lempat rawan
gangguan sosial dan pelanggaran Peraluran Daerah dan Peraluran
Gubernur di wilayah Kelurahan;

j. memprases dan menyusun pemberkasan pelanggaran lempal usaha,
hiburan dan rekreasi lerhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraluran Gubernur di wilayah Kelurahan;

k. mengusulkan penindakan lerhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum di
wilayah Kelurahan;

I. melaksanakan palroli lapangan di wilayah Kecamatan secara reguler,
konsisten dan berkesinambungan di wilayah Kelurahan;

m. menyusun dan menyampaikan hasil patroli lapangan kepada Lurah dan
Kasatgas Pol PP Kecamatan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas Salgas
Pol PP Kelurahan.

Pasal62

(1) Anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kelurahan merupakan
pegawai Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas ketenteraman,
ketertiban serta penegakan Peraluran Daerah dan Peraturan Gubernur
di bawah komando/perintah Lurah.

(2) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
sebagai berikut :

a. perencanaan, pelaksanaan dan biaya operasi termasuk (uang
rn,3kan, ongkos dan uang jaga) dibebankan pada Kelurahan;

b. perlengkapan personil baik yang melekat pada tubuh maupun yang
dip8rgunakan oleh tangan dan anggota I'Jbuh lainnya dibebankan
pada Satpol PP meliputi;

1) uniform;

2) alat komunikasi;

3) kendaraan operasional (motor dan mobil); dan

4) alat Pengamanan Diri (tameng dan penlungan).

c. anggaran pengadaan dan pemeliharaan/perawatan operasional
(bensin, oli dan solar) kendaraan operasional dibebankan pada Satpol
PP.

(3) Penilaian kinerja anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat oleh Lurah dan diserahkan secara tertulis kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupalen Adminislrasi, sebagai maleri
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

(4) Penilaian kinerja bulanan unluk keperluan Tunjangan Kinerja Daerah
anggota Satpol PP sebagaimana dimaksL:d pada ayat (1) dibuat dan
ditandatangani oleh Kepaia Satgas Pol PP I<elurahan.

Pasal 63

(1) Pernbinaan personil anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kelurahan
merulJakan tanggung jawab Satpol PP.
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(2) Pembi!1aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelatihan;
b. pendidikan;
c. mutasi regular;
d. karier; dan
e. mental, fisik dan disiplin.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud
dil<.oordinasikan dengan Kelurahan sehingga kebutuhan pelaksanaan
tugas ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur tetap terlaksana dengan baik.

Bagian Ketigabelas

UPF

Pasal64

(1) Satpol PP dapat rnernpunyai UPF sebagai berikut :

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata
kerja UPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraiuran Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

(1) Satpol PP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Satpol PP.

Pasal 66

(1) Dalarn rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk kelompok jabatan fungsional untuk lingkup Satpol
PP dan subkelompok Jabatan fungsional untuk Iingkup Satpol PP Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi atau UPF yang ditetapkan oleh
Kasatpol PP.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelornpok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
ker;ada Kasatpol PP dan Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten
Adrninistrasi.

(3) Kelua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Furlgsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Kasatpol PP dari pejabat fungsional yang dihormati di kalan~Jan

pejabat fungsional sesuai keunggulan kornpetensi (pengetahuan,
keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Kelentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Satpol PP
dialul' dengan Peraturan Gubernur.
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP wajib taat dan
berpHdoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kasalpol PP mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fung~;i Satpol PP.

Pasal 68

Kasatpol PP, Wakasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol PP dalam
melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan
efisiensi.

Pasal 69

(1) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan pada Satpol PP wajib
memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan,
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja
baw8han masing-masing.

(2) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kota /\dministrasil Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamalan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol
PP >,vajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kasatpol PP, Wakil Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol
PP Kola A.dministrasilKabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan pada Satpol PP wajib
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing­
masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 71

(1) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kc!a Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seks;. Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol
PP. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lugas) kepada atasan
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) AtciOS5n yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
me·nindaklanjuti dan menjadikan laporan yang :literima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
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Pasal 72

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Satpol PP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi pelaporan sebagaimana
dimai<sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 73

(1) Pegawai pada Satpol PP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilak;,anakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dala"11 pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Satpol PP mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi
dan F\f3.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 74

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Sapol PP dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pen!~elolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 75

(1 )

(2)

Penclapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP merupakan pendapatan daerah.

Pen~lelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilal<sanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 76

(1) Aset 'fang dipergunakan oleh Satpol PP seoagai prasarana dan sarana
kerj8 merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yilng
tidak dipisahkan.

(2) P~'!1~I(·)lolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
c1irmlksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perW'dang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan
ketemuan perundang-undangan di bidan~1 pengelolaan barang milik
negara/daerah.
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Pasal 77

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Satpol PP dalam
. rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah

atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang
·daerah.

(2) Penerima .barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 78

(1) Satpol. PP menyusun dan menyampaikan :aporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
mela'ui Sekretaris Daerah.

(2) l,.aporan sebagaimana dimaksud pada aya~ (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c. bararig.;
d. k,inerja
e. akuntabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasal 79

Dalam rangka akuntabilitas Satpol PP mengembangkan sistem pengendalian
internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 80

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur oleh Satpol PP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Apara': Pengawas Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Satpol PP diaturl
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/KepL.1Llsan Gubernur tersendiri,
sesuai dfJrlgan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas
daerah
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal82

Pada sdat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 148 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
PamonrJ Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCiTA JAKARTA,

tld.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROV!~JSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA E\IR@"~l:l.I&\JM SEKRETARiAT DAERAH
PROVINSI D:€~~-;'~",~~ISUS IBUKOTA JAKARTA,

-7~~
. ···:i \"~~' \. Y.,..., ,I.

<.. ,I, ,"., ''SRI RA; AYU
L.~ • J u
~ IP'1957V~8:1985032003
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Lampiran Pemturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibul<ata Jakarta

Nomor
Tanggal

259 TAHUN 2014
24 Desember 2014
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SATUAN POLISI PAMONG PRA,i,'"

KEPALA SATPOL PP
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
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Tanggal
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24 Desember 2014
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